WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 5z TAHUN 2023
TENTANG

PENGELOLAAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN

Menimbang

Mengingat

PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

: a. bahwa perkembangan Kota Banjarmasin yang semakin

pesat juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah
kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga
mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan
tempat parkir di Daerah;

.bahwa  untuk meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat di bidang perparkiran serta untuk
mewujudkan ketertiban, kemanan dan kelancaran lalu
lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah
perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;

. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan
Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 tahun 2016
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat
Khusus Parkir;

.bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan
dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah



Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6642);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang
Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5229),
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang
Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan
Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5346);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6642);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014
tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014
tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 67.
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
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Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 63);

ota Banjarmasin Nomor 7 Tahun
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Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7,
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dengan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 34.
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Banjarmasin Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah .Kota:
Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Dan. Tempat
Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun
2017 Nomor 34);

24. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi J alefn
Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023

Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PARKIR.

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.

Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.

Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk

beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Retribusi Parkir adalah pungutan Parkir yang harus dibayarkan oleh

pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat

menggunakan fasilitas tersebut.

8. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut retribusi tertentu.

9. Penyelenggara Parkir adalah Pemerintah Daerah dan /atau pihak ketiga.

10. Pengguna Jasa Parkir adalah setiap orang yang menggunakan jasa
perparkiran.

11.Juru parkir adalah orang yang bekerja membantu mengatur Kendaraan
yang keluar masuk Tempat Parkir.

12. Pembantu Juru Parkir adalah orang yang membantu tugas Juru Parkir pada
Fasilitas Parkir.

13. Kartu Identitas Parkir adalah kartu yang pada permukaannya dicetak data
diri Juru Parkir.

14. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.

15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan
kegiatan yang meliputi peréncanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan,

Sabro

N



dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka me\ivu_]udkan,
mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan
kelancaran lalu lintas. o

16. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan
Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

17. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh
peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjal.an di at‘as rel.

18. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian Kendaraan di lokasi yang
ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau badan jalan termasuk Tempat
Parkir tidak tetap atau Parkir Kendaraan di badan jalan secara tetap atau
rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan
Fasilitas Parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir dan tempat
penitipan Kendaraan yang memungut biaya tertentu.

19. Parkir Umum adalah Parkir yang diselenggarakan di tepi jalan umum dan
tempat khusus parkir.

20. Parkir Tepi Jalan Umum adalah Parkir di tepi jalan umum yang ditentukan
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
21. Tempat Khusus Parkir adalah tempat khusus Parkir yang disediakan,

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

22. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah satuan ukuran
luas efektif yang digunakan untuk meletakkan satu Kendaraan.

23. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat untuk
pemberhentian Kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan
kegiatan pada suatu kurun waktu.

24. Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum adalah fasilitas Parkir Kendaraan di
ruas jalan tertentu yang ditentukan oleh Wali Kota sebagai fasilitas Parkir
Kendaraan.

25. Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir adalah fasilitas Parkir Kendaraan
beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung Parkir, Taman Parkir
dan pelataran atau lingkungan Parkir.

26. Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah adalah
fasilitas Parkir di luar ruang milik jalan yang dimiliki Pemerintah Daerah
yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau Badan atau orang pribadi.

27. Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir Milik Swasta adalah fasilitas Parkir
yang bukan milik pemerintah, yang dikelola oleh orang pribadi atau Badan.

28. Pejabat Yang Ditunjuk adalah pejabat daerah yang mempunyai kewenangan
urusan parkiran.

29.Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha
yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,
badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana, pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau
organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan
usaha lainnya.

30. Parkir Insidental adalah Parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Daerah secara tidak aktif (tetap) atau tidak permanen
karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.

31. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik
yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau
menyebarkan informasi elektronik.
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BAB I
PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 2

Penyelenggaraan Parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. o
Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Parkir di Tepi Jalan Umum; dan

b. Parkir di Tempat Khusus Parkir.

Penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b dapat diselenggarakan secara tetap dan insidental.
Penyelenggaraan Parkir dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan sebuah
Badan usaha berbadan hukum yang ditunjuk sebagai pengelola Parkir
melalui penunjukan langsung dan/atau pelelangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan proses
penawaran lokasi penyelenggaraan perparkiran kepada pengelola yang
bertujuan untuk memilih salah satu penyelenggara perparkiran yang
memenuhi syarat dan dengan penawaran harga tertinggi.

Pasal 3

Fasilitas Parkir terdiri dari:

a. Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum; dan

b. Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir.

Fasilitas Parkir di Tepi jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, terdiri dari:

a. Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum Tetap; dan

b. Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental.

Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir Tetap; dan

b. Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir Insidental.

Pengelolaan dan/atau kepemilikan Fasilitas Parkir di Tempat Khusus

Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:

a. Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah;
dan

b. Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir Milik Swasta.
Pasal 4

Pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan penyelenggaraan
perparkiran terdiri dari:

a. Kepala Dinas; dan

b. Pimpinan badan layanan umum daerah.

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang
menyelenggarakan perparkiran Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus
Parkir selain pada Tempat Khusus Parkir Milik Swasta.

Pimpinan badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a berwenang menyelenggarakan perparkiran di lahan Parkir yang
dimiliki oleh badan layanan umum daerah tersebut.



BAB III

TATA CARA PERSYARATAN PENGAJUAN SURAT IZIN FASILITAS PARKIR DI
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TEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu
Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum Tetap

Pasal 5

Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (2) huruf a harus memiliki surat izin dari Pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Calon Juru Parkir atau pemohon wajib mengajukan permohonan untuk

mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. mengisi dan menandatangani surat sebagai Juru Parkir, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
Peraturan Wali Kota ini;

b. menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku;

c. menyerahkan pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

d. mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai Sanggup
Menaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir dan Surat Pernyataan
bermaterai sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Wali Kota ini;

e. melampirkan denah lokasi lahan parkir; dan

f. menyerahkan fotokopi buku rekening tabungan Bank Kalsel.

Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja

sejak persyaratan administrasi permohonan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diterima dengan lengkap dan benar, menerbitkan surat izin Juru

Parkir atau jawaban penolakan dengan disertai alasan.

Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Wali Kota ini.

Surat Izin Juru Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) tetap berlaku paling lama 1 (satu) tahun atau sampai dengan

tanggal 31 Desember tahun berjalan dan Juru Parkir melakukan
pengajuan ulang untuk tahun berikutnya.

Juru Parkir dalam memungut tarif Retribusi harus mematuhi ketentuan

tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang ditetapkan dalam Keputusan

Wali Kota.

Pasal 6

Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan surat keterangan Pembantu
Juru Parkir atas permintaan Juru Parkir.

Surat keterangan Pembantu Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Juru Parkir bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan
oleh Pembantu Juru Parkir pada waktu bertugas.
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Bagian Kedua
Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental

Pasal 7

Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) huruf b harus memiliki surat izin dari pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Calon Juru Parkir atau pemohon wajib mengajukan permohonan untuk

mendapatkan Surat Izin menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum

Insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan

memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut:

a. mengisi dan menandatangani surat permohonan sebagai Juru Parkir,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;

b. menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku;

c. menyerahkan pas foto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

d. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan bermaterai Sanggup
Menaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir dan surat pernyataan
bermaterai sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Banjarmasin, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota
ini;

€. melampirkan denah lokasi lahan parkir;

menyetorkan uang jaminan sebesar 40% (empat puluh persen) dari

potensi lokasi parkir tersebut ke rekening Bank Kalsel pengelola;

g. uang jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf f akan dipakai untuk
melakukan pembayaran setoran retribusi setelah kegiatan Parkir di Tepi
Jalan Umum Insidental selesai dilaksanakan; dan

h. menyerahkan fotokopi buku rekening tabungan Bank Kalsel.

Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja

setelah persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diterima dengan lengkap dan benar, menerbitkan surat izin Juru Parkir

atau jawaban penolakan dengan disertai alasan.

Surat izin Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Wali Kota ini.

Surat Izin Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) berlaku sesuai dengan jangka waktu yang

ditetapkan atau pelaksanaan kegiatan.

Juru Parkir dalam memungut tarif Retribusi harus mematuhi ketentuan

tarif Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum yang ditetapkan dalam Keputusan
Wali Kota.

™

Pasal 8

Pejabat yang ditunjuk dapat mengeluarkan surat keterangan Pembantu
Juru Parkir atas permintaan Juru Parkir.
Surat keterangan Pembantu Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Juru Parkir bertanggung jawab terhadap segala tindakan yang dilakukan



(1)

(2)

(1)

(2)

oleh Pembantu Juru Parkir pada waktu bertugas.

Bagian Ketiga
Kerjasama dengan Pihak ketiga

Pasal 9

Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikerjasamakan dengan
pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. lingkup pekerjaan adalah penataan, penertiban, keamanan dan
pemungutan retribusi;

b. penyelenggara Parkir harus menyerahkan uang jaminan paling sedikit
sebesar 5% (lima persen) dari kewajiban setoran retribusi selama 1
(satu) tahun;

c. uang jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan ke
Rekening Bank Kalsel milik Pengelola;

d. uangjaminan sebagaimana dimaksud pada huruf b akan dipakai untuk
melakukan pembayaran setoran retribusi secara otomatis dengan
konfirmasi dengan bank dalam hal ada tunggakan oleh pengelola Parkir;
dan

e. perjanjian kerjasama dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun.

Pemungutan retribusi dari pihak ketiga menggunakan Surat Ketetapan

Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan dan membayar ke

kas Daerah melalui bendahara penerimaan pada Dinas paling lambat 1 x

24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Kota.

Bagian Keempat
Kewajiban Juru Parkir dan Pihak Ketiga Selaku Penyelenggara Parkir

Pasal 10

Juru Parkir dan Pihak Ketiga selaku penyelenggara Parkir berkewajiban:

a. menyerahkan bukti bayar Parkir resmi sebagai tanda bukti untuk
setiap kali memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat
melalui sistem elektronik; dan

b. menyetorkan hasil pemungutan retribusi Parkir ke kas Daerah melalui
bendahara penerimaan pada Dinas paling lambat 1 x 24 jam atau
dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Kota.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 11

Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi Parkir di Fasilitas Parkir
terutang yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau
dokumen lain yang dipersamakan ke kas Daerah atau mel
retribusi yang bertindak selaku pemungut.

VYajib retribusi yang tidak bertindak selaku pemungut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaén Retribusi Parkir

yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ket
entuan
perundang-undangan. & peraturan

alui wajib



dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.

(8) Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang
membayar dikenakan sanksi administratif.

(6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) perbulan dari Retribusi Parkir terutang atau
kurang bayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai
dengan tanggal pembayaran.

(7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(8) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditagih dengan mengunakan
surat tagihan retribusi daerah.

BAB V
PENETAPAN SUDUT PARKIR

Pasal 12
Sudut parkir kendaraan pada ruas-ruas jalan di Daerah diatur sesuai dengan
pengaturan manajemen Lalu Lintas pada ruas jalan setempat yang ditetapkan
dengan marka jalan dan rambu.

BAB VI
TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGAJUAN SURAT IZIN FASILITAS PARKIR
DI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu
Fasilitas Parkir Di Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah

Pasal 13

(1) Pihak ketiga atau Penyelenggara Parkir yang akan mengelola Fasilitas
Parkir di Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a harus memiliki surat izin
pengelolaan dari Dinas.

(2) Tata cara dan persyaratan pengajuan surat izin pengelolaan sebagaimana
dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

a. pihak ketiga atau Penyelenggara Parkir merupakan Badan atau usaha
berbadan hukum dibuktikan dengan Ilegalitas akta pendirian
perusahaan,;

b. membuat Surat Permohonan Pengelolaan Tempat Khusus Parkir Milik
Pemerintah Daerah dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini; dan

c. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan
bermaterai sanggup menaati kewajiban sebagai Pengelola Tempat
Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dengan bentuk dan isi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

(3) Pejabat Yang Ditunjuk atas permohonan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat mengabulkan atau menolak berdasarkan pertimbangan
tertentu.

(4) Masa berlaku surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
1 (satu) tahun atau berakhir setiap tanggal 31 Desember tahun
berkenaan dan seluruh izin akan diperbaharui kembali untuk
pemberlakuan 1 Januari tahun selanjutnya setelah dilakukan evaluasi.



(3) Pejabat Yang Ditunjuk atas permohonan sebagaimana dimaksud pada

(4)

(S

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

ayat (1) dapat mengabulkan atau menolak berdasarkan pertimbangan
tertentu. ’
Masa berlaku surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
1 (satu) tahun atau berakhir setiap tanggal 31 Desember tahun berkenaan
dan seluruh izin akan diperbaharui kembali untuk pemberlakuan 1
Januari tahun selanjutnya setelah dilakukan evaluasi.

Penyelenggara Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah
Daerah dapat dilanjutkan atau dihentikan/dicabut Surat Izin
Pengelolaannya berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4).

Bentuk dan isi Surat Izin Pengelolaan Fasilitas Parkir di Tempat Khusus
Parkir milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir Milik Swasta

Pasal 14

Pihak ketiga atau Penyelenggara Parkir yang akan mengelola Fasilitas

Parkir di Tempat Khusus Parkir milik Swasta sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b harus memiliki surat izin pengelolaan dari

Dinas.

Pemohon wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persyaratan administrasi

sebagai berikut:

a. pihak ketiga atau Penyelenggara Parkir merupakan Badan atau usaha

berbadan hukum dibuktikan dengan legalitas akta pendirian

perusahaan;

mengisi dan menandatangani surat permohonan;

menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku;

menyerahkan pas foto 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

mengisi dan menandatangani surat pernyataan sanggup menaati

kewajiban sebagai Pengelola Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir

Milik Swasta,;

f. melampirkan izin pengelolaan lahan dari pemilik lahan/usaha atau
berupa surat perjanjian kerjasama antara pemilik lahan/usaha dengan
Pihak ketiga Penyelenggara Parkir;

g. melampirkan denah lokasi lahan parkir;

h. rencana pungutan jasa parkir dan variabel jenis kendaraan; dan

i. informasi nilai potensi parkir.

Dinas dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sejak persyaratan

administrasi permohonan izin diterima dengan lengkap dan benar,

menerbitkan izin pengelolaan parkir atau jawaban penolakan dengan
disertai alasan.

Bentuk dan isi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf b tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1

(satu) tahun atau sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan,

selanjutnya dilakukan Evaluasi untuk perpanjangan tahun berikutnya.

o oo



(6)

(1)
()

(3)

(4)

(5)

Penyeler{ggara Fasilitas Parkir di Tempat Khusus Parkir milik Swasta
dapat dilanjutkan atau dihentikan/dicabut Surat Izin Pengelolaannya
berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB VII
TATA CARA PENYELESAIAN GANTI RUGI

Pasal 15

Tata cara penyelesaian ganti rugi terhadap barang, Kendaraan yang hilang

atau rusak, diatur sebagai berikut:

a. Pengguna Jasa Parkir mengadukan kepada Juru Parkir/Penyelenggara
Parkir bahwa telah terjadi peristiwa kehilangan/kerusakan Kendaraan
dengan menunjukkan:

1. struk Parkir bukti penggunaan jasa parkir dilokasi pada saat
kejadian;

2. identitas Pengguna Jasa Parkir;

3. surat tanda nomor Kendaraan bermotor bagi Kendaraan;

b. dilakukan musyawarah antara Pengguna Jasa Parkir dengan Juru
Parkir/Penyelenggara Parkir untuk menyelesaikan ganti rugi
kehilangan;

c. apabila musyawarah antara Pengguna Jasa Parkir dengan Juru
Parkir/Penyelenggara Parkir tidak mencapai kata sepakat, maka
Pengguna Jasa Parkir melaporkan ke Dinas;

d. Dinas memfasilitasi musyawarah antara Juru Parkir/Penyelenggara
Parkir dan pengguna jasa parkir;

e. ganti rugi Kendaraan yang hilang ditanggung oleh Juru
Parkir/Penyelenggara Parkir paling sedikit sebesar 50% (lima puluh
persen) dari harga barang dan/atau Kendaraan yang hilang sesuai
dengan nilai jual harga pasar saat itu yang disetujui oleh Wali Kota atau
disepakati kedua belah pihak;

f. apabila tidak terjadi kesepakatan secara musyawarah, maka Pengguna
Jasa Parkir dapat menempuh cara lain melalui proses hukum sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 16

Wali Kota atau Dinas dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan
memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

Pengajuan pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan dilakukan
atas permohonan Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar wajib Retribusi atau kondisi tertentu.

Wali Kota dapat memberikan pembebasan atau pengurangan dan/atau
keringanan Retribusi terutang atas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum kepada Juru Parkir/Penyelenggara Parkir.

Wali Kota dapat memberikan pembebasan, pengurangan atau keringanan
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang dalam keadaan



(6)

(7)

(1)

(2)

(3)

(1)

memaksa.

Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:

a. bencana alam/non alam; atau

b. kondisi yang dapat mengganggu kelancaran pelayanan kepada
masyarakat.

P?ngurangan dan/atau keringanan Retribusi terutang sebagaimana

dm:laksud pada ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) diberikan paling tinggi 75%

(tujuh puluh lima persen) dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum Terutang.

Pasal 17

Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan diatur sebagai berikut:

a. Wajib Retribusi dapat mengajukan surat permohonan pengurangan
atau keringanan atas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
terutang disertai dengan alasan-alasan dan dokumentasi yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada Dinas;

b. setelah menerima permohonan permintaan pengurangan atau
keringanan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang,
petugas dari Dinas akan mengadakan survei lokasi Parkir;

c. petugas dari Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b membuat
laporan dan disampaikan kepada Dinas sebagai bahan pertimbangan;

d. Dinas berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan
pengurangan atau keringanan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan
laporan hasil survei; dan

e. Dinas dalam mengabulkan atau menolak permohonan pengurangan
atau keringanan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
terutang sebagaimana dimaksud pada huruf d membuat Surat
Keputusan Kepala Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dan
disampaikan kepada Wajib Retribusi.

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang

telah ditentukan dalam surat keputusan dikabulkan atau ditolak, akan

dikenakan sanksi administrasi.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2} berupa:

a. membayar bunga berjalan;

b. peringatan tertulis; dan

c. pencabutan izin kepada Penyelenggara Parkir;

Pasal 18

Tata cara pemberian pembebasan Retribusi terutang diatur sebagai

berikut:

a. Wajib Retribusi dapat mengajukan surat permohonan pembebasan
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang disertai
dengan alasan-alasan dan dokumentasi yang dapat
dipertanggunjawabkan kepada Wali Kota;

b. setelah menerima permohonan permintaan pembebasan Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang, petugas dari Dinas
yang mempunyai kewenangan urusan perparkiran akan melakukan
survei lokasi dan Wajib Retribusi, membuat laporan dan disampaikan
kepada Dinas sebagai bahan pertimbangan;

c. Kepala Dinas menerima laporan hasil survei sebagaimana dimaksud



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

6)

(7)

pada huruf b, melaporkan kepada Wali Kota dengan melampirkan dasar
pertimbangan permohonan pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum terutang dapat dikabulkan atau ditolak;

d. Wali Kota berhak untuk mengabulkan atau menolak atas permohonan
pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang
dengan memperhatikan dasar permohonan dan hasil survei;

e. surat keputusan mengabulkan atau menolak atas permohonan
pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terutang
dituangkan dalam Keputusan Wali Kota yang ditandatangani oleh Wali
Kota dan disampaikan kepada Wajib Retribusi;

Apabila Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai

dengan apa yang telah ditentukan dalam surat keputusan Wali Kota

dikabulkan atau ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka akan
dikenakan sanksi administrasi.

Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. membayar bunga berjalan;

b. peringatan tertulis; dan

c. pencabutan izin kepada Penyelenggara Parkir;

BAB IX
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

Penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum didahului
dengan surat teguran.

Pengeluaran surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum, setelah 1 (satu) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo
pembayaran atau tanggal 15 setiap bulannya.

Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum yang terutang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
surat teguran.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh
Pejabat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi urusan penyelenggaraan
perparkiran.

Dinas menerbitkan surat tagihan retribusi daerah dalam hal Surat
Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan oleh Wajib
Retribusi.

Bentuk dan format surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

Bentuk dan surat tagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (5)
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung



(2)

(3)
(4)
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(2)
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sejak saat terutangnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum,
kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
Kadaluwarsa penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabila:

a. diterbitkan surat teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
Kadaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat
Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pengakuan utang Retribusi Pelayan Parkir di Tepi Jalan Umum secara
langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Wajib
Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum secara
tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang tidak

mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah

kadaluwarsa dapat dihapuskan.

Wali Kota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang sudah kadaluwarsa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Penghapusan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

yang sudah kadaluwarsa diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota

dengan dilampiri:

a. nama Wajib Retriusi dan / atau penanggung hutang;

b. alamat Wajib Retrubusi dan / atau penanggung hutang;

c. jenis piutang Retribusi;

d. tahun retribusi / tahun terjadinyan piutang;

e. jumlah piutang retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan
dicadangkan untuk dihapuskan;

f. bukti tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan

g. alasan dihapuskan atau dicadangkan.

Tata cara penghapusan piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 22

(1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dib.eri wewe:nang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi daerag, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang

Acara Pidana. '
o dalah pejabat pegawal
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Surat Izin Juru Parkir dan/atau Penyelenggara Parkir yan
sebelum berlakuny

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pemakaian jalan dan/atau penutupan jalan dalam keadaan tertentu dapat
dilakukan untuk mendukung suatu kegiatan atau event yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain dengan
pengawasan petugas.

Pemakaian jalan dan/atau Penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat difungsikan sebagai fasilitas Tempat Khusus Parkir
Insidental.

Penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
pejabat berwenang dari Kepolisian dan pengawasan berkoordinasi dengan
pihak-pihak terkait.

Fasilitas Tempat Khusus Parkir Insidental dapat dilaksanakan dikawasan
manapun dengan mempertimbangkan dampak gangguan lalulintas yang
ditimbulkan.

Pasal 23

Penugasan Juru Parkir dan/atau Penyelenggara Parkir dituangkan dalam
naskah perjanjian kerjasama antara Dinas dan Juru Parkir dan/atau
Penyelenggara Parkir.

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data:
Kepala Dinas selaku pihak pertama;

data Juru Parkir dan/atau Penyelenggara Parkir selaku pihak kedua;
data Lokasi Parkir;

hak dan kewajiban pihak pertama dan pihak kedua;

sanksi; dan

. hal lain yang dianggap perlu.

Dalam hal kondisi perparkiran tidak bisa dilaksanakan secara optimal,
Wali Kota dapat mengambil kebijakan khusus untuk melaksanakan
ketentuan-ketentuan dalam peraturan tentang penyelenggaraan parkir.

e e TP

BAB XIlI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

g sudah diterbitkan
a Peraturan Wali Kota ini tetap berlaku sampai dengan masa

berlaku Surat Izin habis.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 yovember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

——

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 yovember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

|

IKHSANMBUDIMAN _
BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023 NOMOR 133



LAMPIRAN 1

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 152 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN PENYELENGARAAN
PERPARKIRAN

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN MENJADI JURU PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM TETAP

Banjarmasin,.........................
Nomor Ssovasn
Lampiran  :........ 5 Kepada
Perihal : Permohonan Menjadi Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Juru Parkir Kota Banjarmasin
di-
Banjarmasin.
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama O — (Laki-laki/Perempuan)
Tempat/TglLahir :.........ccoooooiiiiiiiiiniiee
Alamat e e e

Mengajukan permohonan menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum
Tetap pada:

Jalan L T .
Lokasi T
Panjang/Luas  : ... M2
Waktu S B s s s S/, WITA
KeIWrahan/KRC. I iiiiiisinissesmmnnsssmssnsanssnssnnmsnssmmmsssssomsssssssbe
JOMNS KOHABTERETL T uvonmonivunin s st siiissis enmemynnsasnsennesnal

e Qa0 g

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

a. fotokopi identitas dari yang masih berlaku;

b. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; '

c. Surat Pernyataan Sanggup Menaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir
dan Surat Pernyataan lainnya yang berkaitan dengan ketugasan Juru
Parkir;

d. fotokopi buku rekening tabungan Bank Kalsel; dan

e. Denah lokasi lahan parkir. . _ '

Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemohon,

WALI KOTA BANJARMASIN,

<

IBNU SINA



B. Surat Pernyataan sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Daerah.

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENJALANKAN TUGAS BERTINDAK UNTUK
DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama R SR SR b e n A bR (Laki-laki/Perempuan)
TeMPAL/TELLARI" cusisvsrsmissriisssisssamersmmemonmesssimessissssstonssin . .
Alamat e

Lokasi parkir di Tepi Jalan Umum Tetap pada:

a. Jalan D L T ST
b. Lokasi T
C. PAMAnG/LUAS  : .ivviviiisuenmernrnnresseesaeiosiosenssnsssonesssesannnsnon M2
d. Waktu R R S s e 2 3 TN WITA
€. KelUrahan/Kee. :...cicsciisiosmiseisissiommmmmeesnennesnssamenssnsssmssmsnsson.s
IR T T

Dengan ini saya menyatakan sanggup menjalankan tugas dan bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin serta sanggup untuk menerima sanksi
apabila melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai
tidak menaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai peraturan yang berlaku.

Banjarialin. ... on it i e e

Yang menyatakan,

o WALI KOTA BANJARMASIN,

—f—

IBNU SINA




LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 133 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN
A. Surat pernyataan sanggup menaati kewajiban sebagai juru parkir

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENAATI KEWAJIBAN SEBAGAI JURU PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
TETAP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L teeeeererereraeensrenesensanennans (Laki-laki/Perempuan)
Tempat/TgLLahir ...
Alamat Teeeeerserteitesatetnsrantanenseranransennenseraranennennennarenrens
Lokasi parkir di Tepi Jalan Umum Tetap pada:

a. Jalan L PP PPPTOPIN
b. Lokasi § etreceeserieneeetutetateaaraettecnntaeatatasterntttarenteeseanss
C. Panjang/Luas  : ....ccciieiieiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiciieresaecct st tensenerneens M2
d. Waktu D rerecrceessetesenrenanens S/, WITA
€. Kelurahan/KeC : ....ccccvriimiieiiiiiiiiiiiiieiiiiieiieniecreeneesiesesonennenes
f. Jenis Kendaraan : ......cccccviiiiiieiieniiininiienienrenreeseiereeeesencenceneees

Dengan ini saya menyatakan akan menaati dan mematuhi kewajiban sebagai

Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Tetap sebagai berikut :

1. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang
ditetapkan oleh Dinas;

2. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas
kenyamanan kendaraan beserta perlengkapannya;

3. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;

4. menyerahkan bukti bayar parkir resmi sebagai tanda bukti untuk setiap kali
memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat melalui sistem elektronik;

S. menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir ke kas daerah melalui bendahara
penerimaan pada Dinas paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan
oleh Wali Kota;

6. menata dengan tertib kendaraan yang parkir, baik pada waktu datang maupun pergi

dan tidak lebih dari satu baris;

. melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir;

8. memungut retribusi sesuai dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah; dan

9. tidak diperkenankan mengalihfungsikan lokasi parkir untuk kepentingan lain selain
sebagai lokasi parkir.

~

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak
menaati, saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

....................................................



B. HALAMAN BELAKANG

1. Kewajiban Juru Parkir

a.

b.

d.

menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya
yang ditetapkan oleh Dinas;

menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab
atas kenyamanan kendaraan beserta perlengkapannya;

menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
menyerahkan bukti bayar parkir resmi sebagai tanda bukti untuk setiap kali
memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat melalui sistem
elektronik;

menyetorkan hasil pemungutan retribusi parkir ke kas daerah melalui
bendahara penerimaan pada Dinas paling lambat 1 x 24 jam atau dalam
waktu yang ditentukan oleh Wali Kota;

menata dengan tertib kendaraan yang parkir, baik pada waktu datang
maupun pergi dan tidak lebih dari satu baris;

melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir;

memungut retribusi sesuai dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah; dan

tidak diperkenankan mengalihfungsikan lokasi parkir untuk kepentingan
lain selain sebagai lokasi parkir.

2. Denah Lokasi Parkir

3. Lain-lain

a.

b.

Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya
kepada pihak lain;

Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota Banjarmasin memerlukan
lokasi ini, maka Juru Parkir wajib memberikan kepada Pemerintah
Kota Banjarmasin dan dengan sendirinya Surat Izin ini berakhir;

. Surat izin ini dapat dicabut sewaktu-waktu apabila melanggar

ketentuan di atas.

WALI KOTA BANJARMASIN,

=~

IBNU SINA

-



LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR - TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT IZIN JURU PARKIR DI TEPI JALAN UMUM TETAP

A. HALAMAN DEPAN

ARARMASS PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN ‘
DINAS PERHUBUNGAN I

R UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PARKIR !
%u\ﬂ' JI. M.T. Haryono, Kel. Kertak Baru llir, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

SURAT IZIN JURU PARKIR PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama SR SR SR

NIP T

Pangkat/Golongan = S S,

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas
Perhubungan Kota Banjarmasin

dengan ini memberi izin kepada:

Nama Vs s s A e (Laki-laki/Perempuan)
Tempat/Tgl.Lahir R S R SR TR A e s
Alamat S e N S R A S N A R RS

Untuk melaksanakan tugas sebagai JURU PARKIR yang bertindak dan atas nama
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN pada Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Tetap pada:
Jalan s e ST RS b A R R S SRR S

. Lokasi N e e S S S S

Panjang/Luas o e S R S R B s S M2

. Waktu D R s Y o I T T T WITA

Kelurahan/Kec. 0 A A R B R o S AR K A A A SRS

Jenis Kendaraan s R S S

Besaran Retribusi TleansesasennsmesEanesnnns / Bulan

Rooa0 o

Surat Izin Juru Parkir ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31
B 115500 )t — , Juru Parkir wajib mematuhi seluruh Kewajiban yang tertera
pada halaman belakang surat izin ini.

Demikian surat izin ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.
Banjarmasin,.........ccceeeveuennnnnn.

KEPALA UPTD PARKIR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN,

(NAMA)
(Pangkat/Gol)
(NIP)



LAMPIRAN IV

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 4 33 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT KETERANGAN PEMBANTU JURU PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM TETAP

SURAT KETERANGAN SEBAGAI PEMBANTU JURU PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM TETAP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama | ssnaainanananssiaanes

NIP T RS R

Pangkat/Golongan b s e R R S

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas
Perhubungan Kota Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Nama T e e (Laki-laki/Perempuan)
Tempat/Tgl.Lahir S A S S R TR e e
Alamat R R S T A S S Y R T e S R R

yang bersangkutan adalah sebagai pembantu Juru Parkir pada Lokasi Parkir di
Tepi Jalan Umum pada:

a. Jalan T N S

b. Lokasi D i e R

c. Panjang/Luas T R R R R M2

d. Waktu S Y {1 SRR R WITA

e. Kelurahan/Kec. R A SR N PR R SR

f. Jenis Kendaraan @ ....ccoiiiiiiiiiiiiiie e e

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila terdapat pelanggaran dalam
menjalankan tugas sebagai pembantu Juru Parkir, akan dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjarmasing...casnsami

KEPALA UPTD PARKIR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN,

(NAMA)
(Pangkat/Gol)
(NIP)

WALI KOTA BANJARMASIN,

—-

IBNU SINA



LAMPIRAN V

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 133 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN PENYELENGARAAN

PERPARKIRAN

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN MENJADI JURU PARKIR DI TEPI

JALAN UMUM INSIDENTAL

Banjarmasin,.........ccceeeveevennen..
Scse ; Kepada
: Permohonan Menjadi Yth. Kepala Dinas Perhubungan

Juru Parkir Insidental Kota Banjarmasin
di-
Banjarmasin.

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama A (Laki-laki/Perempuan)
TEMPAtITELLANITY  fiiiiisiinmiimiss st sissrissinssnsmnssesnenssesnnnslhynsnsse
Alamat A S T e e R

Mengajukan permohonan menjadi Juru Parkir di Tepi Jalan Umum
Insidental pada:

a. Jalan A PPN RREITRRREHIRRNENUSION . SRSTIN
b. Lokasi ST -
C. Panjang/Luas  ..ccciiiiiiiiiiiiiiieiir e aa e M2
d. Hari, Tanggal : ............ T P I AT Sidusnis iR
e. Waktu RSB e L WITA
£ Keluraholif Ket.: © wnmummsmmimm s ia s s e e iv s vis o aasss
g, JONIS REBTRRTL s smies s o BV S e s s

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:

a. fotokopi identitas dari yang masih berlakuk;

b. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

c. Surat Pernyataan Sanggup Menaati Kewajiban Sebagai Juru Parkir
dan Surat Pernyataan lainnya yang berkaitan dengan ketugasan Juru
Parkir;

d. fotokopi buku rekening tabungan Bank Kalsel; dan

e. Denah lokasi lahan parkir.

Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi

ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

WALI KOTA BANJARMASIN,

——

IBNU SINA



LAMPIRAN VI

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 433 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN

A. Surat pernyataan sanggup menaati kewajiban sebagai juru parkir

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MENAATI KEWAJIBAN SEBAGAI JURU PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
INSIDENTAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama H N (Laki-laki/Perempuan)
Tempat/TELLANIT .o ieeseasenetressnrirenssssans
Alamat feuertr et ae b ettt st tbrsersereeesersraratsaretrerretentenn

Lokasi parkir di Tepi Jalan Umum Insidental pada:

Jalan D e teeeee it e et ba s e a s e aes e seansan s e e anoas
. Lokasi S e eriereeibee et tte s ia s teseetasteatesenrntnrentaarensrennaans
Panjang/Luas o.iciiiieiiiiiiiii et e e e e e M2
. Hari, Tanggal :............ pesrreseecenns S/ueceiiiiiiiiiiiicn
Waktu D rerrrsrasasersessiiienaaces CY 1+ TR WITA
Kelurahan/KeC. : ..cciiiviiiiieeiiiiiiiiiiiiieieireiienieneeeeeesesseesnennenns
. Jenis Kendaraamn @ .....ccccveeeiiuiiniiuernieenireieneenneseceneesecnssnesennes

RS0 A0 QP

Dengan ini saya menyatakan akan menaati dan mematuhi kewajiban sebagai

Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental sebagai berikut:

a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang
ditetapkan oleh dinas;

b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab atas
kenyamanan kendaraan beserta perlengkapannya;

c. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;

d. menyerahkan bukti bayar parkir resmi sebagai tanda bukti untuk setiap kali
memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat melalui sistem elektronik;

e. menyetorkan uang jaminan sebesar 40% (empat puluh persen) dari potensi parkir
tersebut ke rekening bank kalsel pemohon;

f. menata dengan tertib kendaraan yang parkir, baik pada waktu datang maupun pergi
dan tidak lebih dari satu baris;

g. melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir;

h. memungut retribusi sesuai dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah; dan

i. tidak diperkenankan mengalihfungsikan lokasi parkir untuk kepentingan lain selain
sebagai lokasi parkir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila sampai tidak
menaati, saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo



LAMPIRAN VII

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 122TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT IZIN JURU PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

INSIDENTAL
A. HALAMAN DEPAN

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN PN

DINAS PERHUBUNGAN .==I

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PARKIR

JI. M.T. Haryono, Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

BE

SURAT IZIN JURU PARKIR PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama v e R R R

NIP RO

Pangkat/Golongan SR S N

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas
Perhubungan Kota Banjarmasin

dengan ini memberi izin kepada:

Nama o B O S S S S A S AR (Laki-laki/Perempuan)
Tempat/Tgl.Lahir R S e e e e
Alamat U R B

Untuk melaksanakan tugas sebagai JURU PARKIR yang bertindak dan atas nama
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN pada Lokasi Parkir di Tepi Jalan Umum Insidental
pada:

a. Jalan R e e R

b. Lokasi B A A R S N 95 e A R e SRS

Panjang/Luas s L A S ST M?

Waktu Thwnasamebonussonsmnensmnsns) S/l WITA

Kelurahan /Kec T R T Sy

Jenis Kendaraan
Besaran Retribusi

® oo Qo0

Surat Izin Juru Parkir ini berlaku pada tanggal......... s/d tanggal........to0 , Juru
Parkir wajib mematuhi seluruh Kewajiban yang tertera pada halaman belakang
surat izin ini.

Demikian surat izin ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.
Banjarmasit, ..ot

KEPALA UPTD PARKIR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN,

(NAMA)
(Pangkat/Gol)
(NIP)



LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR -~ TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT KETERANGAN PEMBANTU JURU PARKIR DI TEPI
JALAN UMUM INSIDENTAL

SURAT KETERANGAN SEBAGAI PEMBANTU JURU PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM INSIDENTAL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e A SRR S
NIP e R
Pangkat/Golongan S s R
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas

Perhubungan Kota Banjarmasin

Menerangkan bahwa:

Nama e T R (Laki-laki/Perempuan)
Tempat/Tgl.Lahir e R S A R S R T T
Alamat S R AR S R R D R R B S

yang bersangkutan adalah sebagai pembantu Juru Parkir pada Lokasi Parkir di
Tepi Jalan Umum Insidental pada:

a. Jalan R R R R S R T
b. Lokasi R F R e e s e
c. Panjang/Luas B R S S S S S RSO ARHS M2
d. Hari, Tanggal Some RS R  S R R B v inms s
e. Waktu o S S B WITA
f. Kelurahan/Kec. e U ik o e B St 0 R A A AR L8 A0
eSS KENAEIREN ¥ v i i s s S s S s ma s

Demikian surat keterangan ini dibuat, apabila terdapat pelanggaran dalam
menjalankan tugas sebagai pembantu Juru Parkir, akan dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Banjarmasin,...........c...ccceeuneann.

KEPALA UPTD PARKIR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN,

(NAMA)
(Pangkat/Gol)
(NIP)

WALI KOTA BANJARMASIN,

4

IBNU SINA



LAMPIRAN IX

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN PENYELENGARAAN

PERPARKIRAN

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS

PARKIR MILIK PEMERINTAH DAERAH

Banjarmasin,............. T

T TiE Kepada
: Permohonan Menjadi Yth. Kepala Dinas Perhubungan

Pengelola Tempat Khusus Kota Banjarmasin

Parkir Milik Pemerintah di-

Kota Banjarmasin. Banjarmasin.
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama T (Laki-laki/Perempuan)
TeMPEtTELEABIE: S cammaeviimsmsssmmmme s s s s i G s a
Alamat S N AR B R S SRR s s i ks
Jabatan -SSR | SR
Nama Perusahaan ......cocovviiiiiiiiiiei e ieees e e eeaeenas

Mengajukan permohonan menjadi Pengelola Tempat Khusus Parkir
Milik Pemerintah Daerah pada:

Jalan B A S S S MR S VRS W s
Lokasi PSSO RSRIUOOTIISTRRII. . (I
PARJANEILIAS | . ciiimsimrsssinmsansmrasssrnmssmmssnssnnesnsnsssnssnsaifes M2
Waktu T T R Sfduasaasnsiae WITA
KeluraBati /K66, [onsummmmiiiisivniassissasnyantsam
JEnis: KenAaraamm: .. coesemsssmmsi s siasis sosissivivsrrossis

"o A0 TP

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

a. dokumen legalitas pendirian perusahaan;

b. fotokopi identitas dari yang masih berlakuk;

c. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;

d. surat pernyataan sanggup menaati kewajiban sebagai pengelola parkir
tempat khusus parkir milik pemerintah daerah;
fotokopi buku rekening tabungan bank kalsel; dan

f. denah lokasi lahan parkir.

Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon,

WALI KOTA BANJARMASIN,

~A—

IBNU SINA



LAMPIRAN X
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 155 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT PERNYATAAN
SURAT PERNYATAAN

SANGGUP MENAATI KEWAJIBAN SEBAGAI PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR MILIK PEMERINTAH DAERAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama T TR (Laki-laki/Perempuan)
Tempat/TELEARIEr fiaauananmsnsimaisaiamigiisasmiviniisseinii
Alamat B s A B A S A R A AN R BT
Jabatan A AP B R RS S R R SR s
Nama Perusahaan ........coocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiece s
Lokasi Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah pada:

. Jalan R R SR S R s
. Lokasi A T e S R s e R
PEEANEIEUAS  Fmnsinsmmmaimess s i s sevsmeisameis e
. Waktu Pransweassunionseamemmasii - f s DR WITA
Kelurahan/KeC. 1 ..o eiee e ee s ea s ee e ienans
Jenis Kendaraam @ ..o

"o Qo o

Dengan ini saya menyatakan akan menaati dan mematuhi kewajiban
sebagai Pengelola Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah Daerah sebagai
berikut:

a. menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya

yang ditetapkan oleh dinas;

b. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggungjawab
atas kenyamanan kendaraan beserta perlengkapannya;

. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;

. menyerahkan bukti bayar parkir resmi sebagai tanda bukti untuk setiap kali
memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat melalui sistem
elektronik;

e. menyetorkan uang jaminan sebesar 40% (empat puluh persen) dari potensi

parkir tersebut ke rekening bank kalsel pemohon;

f. menata dengan tertib kendaraan yang parkir, baik pada waktu datang

maupun pergi dan tidak lebih dari satu baris;

g. melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir;

h. memungut retribusi sesuai dengan ketentuan tarif yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah;

i. tidak diperkenankan mengalihfungsikan lokasi parkir untuk kepentingan lain

selain sebagai lokasi parkir.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila

sampai tidak menaati, saya sanggup dikenakan tindakan sesuai dengan

peraturan yang berlaku.

o0

Banjarmnasif. ... ooy
Yang menyatakan,

WALI KOTA BANJARMASIN,

hﬂp_

IBNU SINA




B. HALAMAN BELAKANG

1. Kewajiban Penyelenggara Parkir

a.

s

menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Dinas dan/atau aplikasi
lain di luar milik Pemerintah Daerah dan wajib mengintegrasikan
sistem kepada Pemerintah Daerah,;

menjaga keamanan, Ketertiban, keindahan dan kelancaran lalu lintas
di kawasan lokasi Parkir yang dikelola;

memungut tarif retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

menyetorkan hasil pungutan retribusi ke Kas Daerah sebesar 40%
(empat puluh persen) dari hasil pemungutan retribusi parkir;
menyediakan bukti pembayaran retribusi Parkir;

membina dan mempekerjakan Juru Parkir yang cakap, jujur dan
terampil;

mematuhi dan melaksanakan hubungan
perburuhan/ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang-undangan,;

memberikan jaminan sosial dan hak-hak lainnya kepada Juru Parkir;
bertanggungjawab atas kelalaian penyelenggaraan Parkir; dan

tidak mengalihfungsikan lokasi parkir untuk kepentingan lain selain
lokasi parkir.

2. Denah Lokasi Parkir

3. Lain-lain

a.

b.

Penyelenggara Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya
kepada pihak lain;

Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Kota Banjarmasin memerlukan lokasi
ini, maka Juru Parkir wajib memberikan kepada Pemerintah Kota
Banjarmasin dan dengan sendirinya Surat Izin ini berakhir; dan

Surat izin ini dapat dicabut sewaktu-waktu apabila melanggar ketentuan di
atas.

WALI KOTA BANJARMASIN,

o

IBNU SINA



LAMPIRAN XI
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG
PENGELOLAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT IZIN PENGELOLA TEMPAT KHUSUS PARKIR MILIK
PEMERINTAH DAERAH

A. HALAMAN DEPAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN ‘

DINAS PERHUBUNGAN -

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PARKIR

JI. M.T. Haryono, Kel. Kertak Baru llir, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

!

SURAT IZIN PENGELOLA PARKIR PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama S R R

NIP R T R

Pangkat/Golongan S R

Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas

Perhubungan Kota Banjarmasin
dengan ini memberi izin kepada:

Nama P RN (Laki-laki/Perempuan)
Tempat/Tgl.Lahir S S S T A HE 08 bt 0 e A K S S Sy A
Alamat T
Jabatan R S T A S S SV RS i h s my
Nama Perusahaan i R A A T SRR

Untuk melaksanakan tugas sebagai PENGELOLA yang bertindak dan atas nama
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN pada Tempat Khusus Parkir Milik Pemerintah
Daerah, sebagai benkul

a. Jalan R S A N e s s mem e e e
b. Lokasi L e R N R A R A
c. Panjang/Luas e e I U5 S m s smm s b o i o e s M2
d. Waktu e TR S 2 o WITA
e. Kelurahan/Kec. S N R i ot h st nmmin s v i v m e b
f. Jenis Kendaraan U pemmainn wymsam e sn e R A R A T e RS
g. Besaran Retribusi S / Bulan

Surat Izin Pengelolaan Parkir ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan 31
DESeMbBer :iivisiviiins , Juru Parkir wajib mematuhi seluruh kewajiban yang tertera
pada halaman belakang surat izin ini,
Demikian surat izin ini diberikan agar dapat dilaksanakan dengan penuh
tanggungjawab.

Banjarmasin,............ccco.ooiii.0.

KEPALA UPTD PARKIR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

(NAMA)
(Pangkat/Gol)
(NIP)



B. Surat Pernyataan sanggup menjalankan tugas bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Daerah.

SURAT PERNYATAAN SANGGUP MENJALANKAN TUGAS BERTINDAK UNTUK
DAN ATAS NAMA PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama A TR R Y R (Laki-laki/Perempuan)
TempPat/TELLAIEE ot e s o s s AR SRS RS
Alamat S

Lokasi parkir di Tepi Jalan Umum Insidental pada:

a. Jalan R S R s
b. Lokasi R S S
o L0 e G T L B B T M2
d. Hari, Tanggal b gav T T oS
e. Waktu T nmenenssa e e - ¥ [ RS WITA
f. Kelurahan/KeC ..ottt
g. Jenis Kendaraan :© .......iiieeiuueeeiieiiiee e

Dengan ini saya menyatakan sanggup menjalankan tugas dan bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin serta sanggup untuk menerima sanksi
apabila melakukan pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila sampai
tidak menaati saya sanggup dikenakan tindakan sesuai peraturan yang berlaku.

Banjarmasin,...........ococoviiiiiiiniininnns

Yang menyatakan,

....................................................

WALI KOTA BANJARMASIN,

-

IBNU SINA



B. HALAMAN BELAKANG

1. Kewajiban Juru Parkir

a.

b.

menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan
lainnya yang ditetapkan oleh dinas;

menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta
bertanggungjawab atas kenyamanan kendaraan beserta
perlengkapannya;

menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
menyerahkan bukti bayar parkir resmi sebagai tanda bukti untuk
setiap kali memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat
melalui sistem elektronik;

. menyetorkan uang jaminan sebesar 40% (empat puluh persen) dari

potensi parkir tersebut ke rekening bank kalsel pemohon;

menata dengan tertib kendaraan yang parkir, baik pada waktu datang
maupun pergi dan tidak lebih dari satu baris;

melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir;

- memungut retribusi sesuai dengan ketentuan tarif yang ditetapkan

oleh pemerintah daerah; dan

tidak diperkenankan mengalihfungsikan lokasi parkir untuk
kepentingan lain selain sebagai lokasi parkir.

2. Denah Lokasi Parkir

3. Lain-lain

a.

b.

C.

Juru Parkir dilarang mengalihkan tugas dan tanggungjawabnya
kepada pihak lain;

Surat Izin Juru Parkir di Tepi Jalan Umum tetap berlaku sesuai
dengan jangka waktu yang ditetapkan atau pelaksanaan kegiatan.

Surat izin ini dapat dicabut sewaktu-waktu apabila melanggar
ketentuan di atas.

WALI KOTA BANJARMASIN,

-

IBNU SINA



LAMPIRAN XII

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 15" TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN SURAT IZIN PENYELENGARAAN
PERPARKIRAN

BENTUK DAN ISI SURAT PERMOHONAN PENGELOLAAN TEMPAT KHUSUS
PARKIR MILIK SWASTA

Banjarmasin,.........................
Nomor  :.........
Lampiran  :........ A Kepada
Perihal : Permohonan Menjadi Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Pengelola Tempat Khusus Kota Banjarmasin
Parkir Milik Swasta. di-
Banjarmasin.
Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama et O (Laki-laki/Perempuan)
TeMPat/TEELARIT  fioiiciiiiiiiivmmssemmasnmrasssssssnsrsssnanmsanssanbosnannss
Alamat e N L T |
Jabatan R R R e A e
s Fols o b B 3 LT 0 U o R DR | —

Mengajukan permohonan menjadi Pengelola Tempat Khusus Parkir
Milik Swasta pada:

a. Jalan e L.
b. Lokasi oL e
C. Panjang/Luas ©........ooiiiiiiiiiiiii e M2
d. Jam Operasional: .................cc........ 5 [T WITA
€, Kehrahan [Io8: §umuimsintimm it st
I Jenls KendBrsang .. st it i s seceo o
IR U oL S VR —————— | S

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:
a. dokumen legalitas pendirian perusahaan;
b. fotokopi identitas dari yang masih berlakuk;
c. pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
d. mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Sanggup Menaati
Kewajiban Sebagai Pengelola Tempat Khusus Parkir Milik Swasta;
e. denah lokasi lahan parkir; dan
f. perhitungan nilai potensi parkir.
Demikian permohonan kami, jika dikabulkan kami bersedia memenuhi
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemohon,

WALI KOTA BANJARMASIN,

i

IBNU SINA



LAMPIRAN XIV

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 123 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN ‘
DINAS PERHUBUNGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PARKIR

JI. M.T. Haryono, Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin \

SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

NOMOE§ wuwmnsimmunasnmvanimnes
Banjarmasing, . aevessises
St  Sheesne
Lampiran :............ Kepada,
Hal : Surat Tagihan Retribusi Daerah b1 - PRSP SRIIPP | TN
di-
Banjarmasin,

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 09
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan
Umum dan Tempat Khusus Parkir di Kota Banjarmasin dan Peraturan
Wali Kota Banjarmasin Nomor.... Tahun 2023 tentang Pengelolaan
dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir yang mengatur
tentang sanksi administratif dalam hal Wajib Retribusi tidak
membayar tepat waktu dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap
bulan Retribusi terutang.

Diberitahukan bahwa menurut catatan Pembukuan dari UPTD
Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terkait Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, atas nama berikut belum
dibayar sampai dengan batas waktu akhir pembayaran:

Nama e

Alamat

Tagihan bulan R ——

Jumlah Tagihan A T T T TR

Terbilang e T e

Bunga 2% T 3

Terbilang R T B Y S e

Jumlah yang harus dibayar :...........ccoiiiiiiiennnnnn.

Terbilang A R——

Sehubungan hal tersebut di atas diminta untuk melunasi
tagihan Retribusi dan bunganya melalui Bendahara Pembantu
Penerima UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjaramsin, paling
lambat tanggal........ setiap hari kerja.

Apabila pada tanggal tersebut belum melunasi tagihan
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum maka akan ditindak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
kasih.
KEPALA UPTD PARKIR
DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANJARMASIN

(NAMA)
(Pangkat/Gol)
(NIP)
Diterima,
Tanggal...................

...............

WALI KOTA BANJARMASIN,

—

IBNU SINA



LAMPIRAN XIV

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR; -5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN DAN TATA CARA

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)

e PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN “"
RN
. DINAS PERHUBUNGAN e
@) UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PARKIR !’
"’w-ﬁ JI. M.T. Haryono, Kel. Kertak Baru llir, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)
NOMOT 3 & :saisimmavawidiims
Banjarmasing.. i e
Sifat T
Lampiran :............ Kepada,
Hal : Surat Tagihan Retribusi Daerah 3't) o : IO S
di-
Banjarmasin.

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
dan Tempat Khusus Parkir di Kota Banjarmasin dan Peraturan Wali
Kota Banjarmasin Nomor.... Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Tata
Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir yang mengatur tentang
sanksi administratif dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat
waktu dikenakan bunga 1% (satu persen) setiap bulan Retribusi
terutang.

Diberitahukan bahwa menurut catatan Pembukuan dari UPTD
Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin terkait Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, atas nama berikut belum
dibayar sampai dengan batas waktu akhir pembayaran:

Nama b R
Alamat Ty
Tagihan bulan J———————— A
Jumlah Tagihan - ——. . I
Terbilang U | "
Bunga 1% e . I
Terbilang S RS
Jumlalyyang harus dibayar § cusmossiaaasiis it
Terbilame @ ===l i ccessssssreasmisaiibe

Sehubungan hal tersebut di atas diminta untuk melunasi
tagihan Retribusi dan bunganya melalui Bendahara Pembantu
Penerima UPTD Parkir Dinas Perhubungan Kota Banjaramsin, paling
lambat tanggal........ setiap hari kerja.

Apabila pada tanggal tersebut belum melunasi tagihan Retribusi
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum maka akan ditindak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.



